SALINAN

GUBERNUR PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN TERBANG DI WILAYAH PERAIRAN
PROVINSI PAPUA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

Menimbang : a. bahwa pengelolaan sumber daya ikan terbang di wilayah
perairan Provinsi Papua Barat bertujuan untuk mewujudkan
pengelolaan sumber daya ikan terbang secara bertanggung
jawab dan berkelanjutan serta memberikan manfaat ekonomi
bagi kesejahteraan masyarakat dan pelaku usaha perikanan;

b. bahwa pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan
terbang di wilayah perairan Provinsi Papua Barat selama ini
belum optimal memberikan manfaat ekonomi bagi
kesejahteraan masyarakat dan kurang melibatkan nelayan
masyarakat lokal, masyarakat tradisional dan masyarakat
hukum adat;

c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian
hukum kepada pemerintah daerah dalam melaksanakan
kewenangan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan
perikanan di daerah serta semua pihak yang terlibat
sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Kelautan
dan Perikanan No. 69/KEPMEN-KP/2016 tentang Rencana
Pengelolaan Perikanan lkan Terbang di Wilayah Pengelolaan
Perikanan Negara Republik Indonesia, maka diperlukan
pengaturan tentang pengelolaan sumber daya ikan terbang di

wilayah perairan Provinsi Papua Barat;



Mengingat

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

o 1.

dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Sumber Daya Ikan

Terbang di Wilayah Perairan Provinsi Papua Barat;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan

Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat,
Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak
Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia  Nomor 3894) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000
Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 45 Tahun
1999 Tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah,
Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten
Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan  Kota  Sorong
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3960);

. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi

Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4151}, sebagaimana telah diubah dengan
Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2008, tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi
Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor



4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5073);

. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5490);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234)sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6398);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5657);






